
TAHUN : 2017 

BERITA DAERAH KOTA CILEGON 

NOMOR : 62 

PERATURAN WALI KOTA CILEGON 

NOMOR 62 TAHUN 2017 

TENTANG 

PEMBAGIAN TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA 

PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH 

DI KOTA CILEGON 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA CILEGON, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi 

penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota 

Cilegon, perlu adanya pembagian tugas secara 

menyeluruh dan jelas pada Perangkat Daerah dan 

Sadan Usaha Milik Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Pembagian Tugas Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana pada Perangkat Daerah dan 

Sadan Usaha Milik Daerah di Kota Cilegon; 

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

2 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4739); 

5. Undang . . .  
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5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran 

tentang 

Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011  tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5188); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  

Nomor 82); 

9. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5519) sebagaimana telah diubah 

beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6139); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan .... 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

15. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011  tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 

tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon 

Tahun 2014 Nomor 5); 

20. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon 

(Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 

Nomor 91 ) ;  

MEMUTUSKAN . . .  
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBAGIAN 

TUGAS PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN 

BENCANA PADA PERANGKAT DAERAH DAN BADAN 

USAHA MILIK DAERAH DI KOTA CILEGON 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalarn Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kota Cilegon; 

2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon; 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalarn penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; 

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya 

disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Cilegon; 

5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD 

adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh 

Pemerintah Daerah; 

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 

mengancarn dan mengganggu kehidupan dan penghidupan 

masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alarn dan/ atau 

faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 

lingkungan, kerugian harta benda dan darnpak psikologis; 

7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah 

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

8. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana dan 

dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana. 

9. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk 

menangani darnpak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi 

kegiatan penyelarnatan dan evakuasi korban, harta benda, 

pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, penyelarnatan, serta pemulihan prasarana, dan 

sarana; 

10. Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat 

bencana. 

BAB ... 
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BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah 

mewujudkan keterpaduan tugas penyelenggaraan 

penanggulangan bencana pada Perangkat Daerah dan Badan 

Usaha Milik Daerah di Kota Cilegon. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah 

memberikan kejelasan tugas masing-masing Perangkat Daerah 

dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di Kota Cilegon. 

BAB III 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, adalah pembagian tugas 

pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang meliputi : 

a. pra bencana; 

b. tanggap darurat; dan 

c. pasca bencana. 

BAB IV 

PEMBAGIAN TUGAS 

Pasal 5 

Pembagian tugas dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

BABV 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Perangkat 

Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dalam 

penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan 

oleh BPBD paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali; 

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota. 

BAB ... 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Cilegon. 

Ditetapkan di Cilegon 

Pada tanggal 13 November 207 

Plt. WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

EDI ARIADI 
Diundangkan di Cilegon 

Pada tanggal 13 November 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON 

SARIS RYATI 
BERITA DAERA, 'KOTA CILEGON TAHUN 2017 NOMOR 62 
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